
 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN CAMAT PAGENTAN 

NOMOR : 100.3.3/004.1 TAHUN 2024 

 

TENTANG : 

PENETAPAN PENYELARASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KECAMATAN PAGENTAN  

 

CAMAT PAGENTAN 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan 

Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

  b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjarnegara 

Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 15 

Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026; 

  c. 

 

 

 

d. 

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, 

perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai pedoman 

dalam proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja di 

Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara; 

bahwa untuk maksud diatas, perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Camat Pagentan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah; 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

KECAMATAN PAGENTAN 
Jalan Raya Pagentan No. 82 Kode Pos 53455  

https://pagentan.banjarnegarakab.go.id   

 

 



  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah); 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2014 Nomor 80); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 

Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja 

Utama; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansti Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 

Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E). 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 

2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 

Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Nomor 286); 

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016 

Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 

Kabupaten Banjarnegara 

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 

Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2023 -2026 

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 

Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 





Lampiran  : Keputusan Camat Pagentan 

   Nomor  : 100.3.3/004.1 TAHUN 2024 

   Tanggal : 2 Januari 2024 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KECAMATAN PAGENTAN 

(Penyelarasan) 

 

Perangkat Daerah : Kecamatan Pagentan 
 

Urusan : 1. Pembantu Bupati dalam mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan 

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di 

wilayah Kecamatan 

Tugas : Membantu Bupati dalam dalam mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan 

tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan 

rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan 

pelayanan serta kelurahan; 

2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, 

kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum 

dan pelayanan serta kelurahan; 

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan 

rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan 

pelayanan serta kelurahan; 

4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, 

kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum 

dan pelayanan serta kelurahan; 

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, 

kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum 

dan pelayanan serta kelurahan; 

6. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum; 



7. Pelaksanaan fungsi  kesekretariatan kecamatan; 

8. Pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan 

oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

 

 

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

 

NO 
TUJUAN DAN 

SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1. Tujuan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

1. Meningkatnya 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah untuk 

urusan kewilayahan 

1. Nilai SAKIP 

Kecamatan 

Nilai  

  

  

Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Indikator ini dipilih 

untuk mengetahui nilai 

akuntabilitas kinerja 

Perangkat Daerah  

Formulasi 

Pengukuran 

: Kategori penilaian atas 

Dokumen 

SAKIP Perangkat daerah 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Tujuan Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik 

1. Meningkatnya 

Efektivitas dan 

Transparasi 

Layanan Publik 

untuk Urusan 

Kewilayahan 

1. Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

Kecamatan 

Angka 

  

  

Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Indikator ini dipilih 

untuk mengetahui 

gambaran indeks 

kepuasan masyarakat 

(IKM) terhadap mutu 

pelayanan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Total nilai persepsi per 

unsur/ Total unsur yg 

terisi x nilai penimbang 

 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Indikator Program 

 

NO 
SASARAN STRATEGIS 

DAN PROGRAM 
INDIKATOR  SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1. 
Sasaran Strategis 

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 

urusan kewilayahan 

1. Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

1 persentase 

terlaksananya 

program 

pemberdayaan 

masyarakat 

desa dan 

kelurahan yang 

terlaksana 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

 Untuk mengetahui 

persentasi partisipasi desa 

dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat 

desa 

Formulasi 

Pengukuran 

 %=(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  Pemberdayaan 

Masyarakat yang 

terlaksana)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ Desa) 

x 100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

 komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

 Kecamatan 

Sumber Data  Kecamatan 

2. Program 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum 

1. Persentase 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum yang 

terlaksana 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

persentase 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 

Terselenggaranya Urusan 

Pemerintahan Umum yang 

terlaksana)/ 

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ target  

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum) x 

100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

: komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

 

3. Program Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pemerintah Desa 

1. Persentase  

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa yang 

terlaksana 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

persentase Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎h pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan 

desa yang terlaksana)/ 

(target pembinaan dan 

pengawasana 

pemerintahan desa yang 

terlaksana) x 100%) 

 

Tipe 

Perhitungan 

: komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 



NO 
SASARAN STRATEGIS 

DAN PROGRAM 
INDIKATOR  SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan 

Kewilayahan 

1. Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daeran 

Kabupaten/Kota 

1. Persentase 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

kabupaten/kota 

yang terlaksana 

 Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

persentase Penunjang 

Urusana Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / kota 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Derah Kabupaten/ Kota)/ 

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 Penunjang 

Urusan Pemerinatahan 

Kabupaten/ Kota) x 100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Program 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

1. Persentase 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

dan Pelayanan 

Publik 

 Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

persentase jumlah 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

Formulasi 

Pengukuran 

 

 

 

: %=(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik yang terlaksana)/ 

(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡  Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛) x 100%     

) x 100%    

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

        

  



3. Indikator Kegiatan 

NO 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
INDIKATOR  SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1. Program Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 

1 Koordinasi kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

1 Persentase 

terlaksananya 

koordinasi 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

desa 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

Prosentase 

Pemberdayaan desa 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(Jumlah 

Pemberdayaan Desa)/ 

(Jumlah target 

Pemberdayaan Desa ) x 

100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD 

Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2 Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan 

1. Persentase 

Lembaga 

kemaysrakatan 

tingkat 

kecamatan 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

persentase lembaga 

kemasyarakatan yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

Formulasi 

Pengukuran 
: %=(Jumlah lembaga 

kemasyarakatan 

desa)/(Jumlah target) x 

100% 

 

Tipe 

Perhitungan 
: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 
: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

1. Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum sesuai 

Pelaksanaan Tugas 

Kepala Daerah 

1. Persentase 

Penyelenggaraan 

Pemerintah 

sesuai 

Pelaksanaan 

Tugas Kepala 

Daerah yang 

terlaksana 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui  

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

 

     Formulasi 

Pengukuran 
: %=(Jumlah 

Penyelenggaraan 

Pemerintah sesuai 

Pelaksanaan  

Tugas Kepala 

Daerah)/(Jumlah target  

Penyelenggaraan 

Pemerintah sesuai 

Pelaksanaan Tugas Kepala ) 

x 100% 

 

     Tipe 

Perhitungan 
: komulatif 



NO 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
INDIKATOR  SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

     PD Penanggung 

Jawab 
: Kecamatan 

     Sumber Data : Kecamatan 

3. Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 

1. Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

1. Persentase 

Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa yang 

terlaksana 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

persentase Fasilitasi 

Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa yang terlaksana 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(Jumlah Fasilitasi, 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan  

Pemerintahan Desa (Jumlah 

target Fasilitasi 

Rekomendasi Koordinasi 

 pembinaan pengawasan 

Pemerintahan Desa yang 

terlaksana) x 100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

: komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

        

     

4. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota 

1. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

1. Persentase 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

persentase Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(Jumlah Administrasi 

Umum Perangkat Daerah)/ 

(Jumlah target  Administrasi 

Umum Perangkat Daerah) x 

100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

: komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1. Persentase 

Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

persentase Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(Jumlah  Penyediaan 

Jasa Penunjang 

Pemerintahan Daerah)/ 

(Jumlah target Penyediaan 

Jasa Penunjang Pemerintah 

Daerah  x 100% 

 



NO 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
INDIKATOR  SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

3. Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Daerah 

1. Persentase 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan Daaerah 

 Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

Persentase Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 

tersedia  

 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(Jumlah  Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang  

Urusan Daerah)/(Jumlah 

target Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Daerah ) x 100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

4. Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

1. Persentase 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daer 

ah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah yang 

tersedia 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

Persentase Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 

tersedia 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(Jumlah  Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 

tersedia )/(Jumlah target 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 

tersedia   ) x 100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

 

5. 

Perencanaan, 

Penganggaran , dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daera 

1. Persentase 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah yang 

Disusun 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

Persentase Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah yang Disusun 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(Jumlah Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja  

Perangkat Daerah yang 

disusun  )/(Jumlah target 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 



NO 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
INDIKATOR  SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

Daerah ) x 100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

6.  Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

1. Persentase 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

Persentase Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(Jumlah  Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah)/(Jumlah target 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah ) x 100% 

 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

5. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

1. Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada 

Camat 

1. Persentase 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

yang terlaksana 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

persentase pelaksanaan 

nurusan pemerintahan 

yang dilimpahkan kepada 

Camat yang terlaksana  

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(jumlah 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik)/(target  

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanana Publik 

 Dalam 1 tahun) x 100%     

 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Koordinasi 

Pemeliharaan Sarana 

dan Prasana 

Pelayanan Umum 

1. Persentase 

Terselenggaranya 

Koordinasi 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasana 

Pelayanan 

Umum 

Persentase Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

persentase 

terselenggaranya koordinasi 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana pelayanan 

umum 

 

Formulasi 

Pengukuran 

: %=(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ koordinasi 

Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Pelayanan 

Umum)/(Target Koordinasi 

Pemeliharaan Sarana dan 

Prasana Pelayanan Umum) 

x 100%) 

 



NO 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 
INDIKATOR  SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

   

   

   

   

                 

 

4. Indikator Sub Kegiatan  
 

                                                                                  
NO 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1. Kegiatan   Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

 

1. Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

1

. 

Jumlah Laporan 

Peningkatan efektivitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

laporan Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah laporan 

peningkatan 

efektifitas kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di wilayah 

kecamatan 

     Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah laporan  

peningkatan 

efektifitas kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di wilayah 

kecamatan  yang 

terpenuhi dalam 1 

(satu) tahun 

 
 

 

  

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

 
 

 

  

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

     Sumber Data : Kecamatan 

2. Kegiatan  Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  

1. Peningkatan 

kapasitas lembaga 

kemasyarakatan 

1

. 

Jumlah lembaga 

kemasyarakatan yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

Lembaga 

kemsyara

katan 

Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

jumlah lembaga 

kemasyarakatan yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

 

 

   Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah lembaga 

kemasyarakatan yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya dalam 1 

(satu) tahun 

 
 

   Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

 
 

   PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

     Sumber Data : Kecamatan 



                                                                                  
NO 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

3. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala 

Daerah 

1. Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan 

1

. 

Jumlah   Dokumen   

Tugas   Forum   

Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan 

dokumen Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah dokumen 

tugas forkompinca 

yang dibutuhkan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah dokumen 

forkompinca  yang 

terpenuhi dalam 1 

(satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

4. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

1. Fasilitasi 

Penyusunan 

peraturan desa dan 

peraturan kepala 

desa 

1

. 

Jumlah dokumen yang 

di Fasilitasi dalam 

rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa 

  

  

 Dokumen 

Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah dokumen yang 

di fasilitasi 

Penyusunan 

Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala 

Desa 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah desa tertib 

administrasi lainnya 

dalam 1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

   

2. Fasilitasi 

Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa 

1

. 

Jumlah dokumen yang 

di fasilitasi dalam 

rangka Administrasi 

Tata Pemerintahan 

Desa 

dokumen Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

jumlah dokumen yang 

di fasilitasi 

Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah dokumen  

dalam 1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

3. Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset 

Desa 

1

. 

Jumlah dokumen yang 

difasilitasi dalam 

rangka pengelolaan 

keuangan desa dan 

pendayagunaan asset 

desa 

  

  

 Dokumen 

Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah dokumen yang 

di fasilitasi 

Pengelolaan Keuangan 

Desa dan 

Pendayagunaan Aset 

Desa 

Formulasi : Jumlah dokumen 



                                                                                  
NO 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

Pengukuran dalam 1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

4. Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala 

Desa 

1

. 

Jumlah Dokumen 

Fasilitasi dalam rangka 

pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa 

dokumen Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengtahui 

jumlah dokumen yang 

di fasilitasi dalam 

rangka pelaksanaan 

pemilihan Kepala 

Desa 

 
 

   Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlahdokumen 

dalam 1 (satu) tahun 

 
 

   Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

 
 

   PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

     Sumber Data : Kecamatan 

        

5. Fasilitasi 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah dengan 

Pembangunan Desa 

1

. 

Jumlah dokumen 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

dengan Pembangunan 

Desa 

  

  

 Dokumen 

Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah dokumen yang 

di fasilitasi 

sinkronisasi 

perencanaan 

pembangunan desa 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah dokumen  

dalam 1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

6. Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

1

. 

Jumlah dokumen yang 

di Fasilitasi dalam 

rangka 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dokumen Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengtahui 

jumlah dokumen yang 

di fasilitasi 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlahdokumen 

dalam 1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

7. Koordinasi 

Pendampingan Desa 

di Wilayahnya 

1 Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi 

pendampingan Desa di 

Wilayahnya 

Laporan Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengtahui 

jumlah laporan yang 

di fasilitasi dalam 

rangka Pendampingan 

desa di wilayahnya 

 
 

   Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah laporan 

dalam 1 (satu) tahun 

 
 

   Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 



                                                                                  
NO 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

 
 

   PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

     Sumber Data : Kecamatan 

 

 

   

     

    

5. 
Kegiatan  

 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 

 

1. Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

1

. 

Jumlah     Dokumen     

Perencanaan     

Perangkat 

dokumen Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlahdokumen 

perencanaan yang 

dibutuhkan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah dokumen 

perencanaan  yang 

terpenuhi dalam 1 

(satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kineja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

1

. 

Jumlah Laporan 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Laporan Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

jumlah Laporan 

Capaian Kinerja  yang 

dibutuhkan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah laporan 

capaian kinerja  yang 

terpenuhi dalam 1 

(satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1. Penyediaan   Gaji dan 

Tunjangan ASN 
1

. 

Jumlah orang yang 

mnerima  Gaji dan 

Tunjangan ASN 

orang Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlahorang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan yang 

dibutuhkan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah pegawai yang 

terbayarkan gaji dan 

tunjangan  yang 

terpenuhi dalam 1 

(satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Pelaksanaan 

Penataan dan 

1 Jumlah       Dokumen       

Penatausahaan       

dokumen Alasan 

Pemilihan 

: Untuk mengetahui 

jumlah dokumen 



                                                                                  
NO 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

Pengujian /Verifikasi 

Keuangan SKPD 

. dan Pengujian 

/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

Indikator  penatausahaan 

keuangan  yang 

dibutuhkan 

 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah dokumen 

penataan dan 

Pengujian /Verifikasi 

Keuangan SKPD yang 

terpenuhi dalam 1 

tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

3. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan / 

Triwulanan / 

Semesteran SKPD 

1

. 

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/

Semesteran  SKPD 

  

  

Laporan 

Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah Laporan 

keuangan bulana, 

tribulanan/ 

semesteran  yang 

dibutuhkan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah laporan 

bulanan, tribulana, 

semesteran yang 

terpenuhi dalam 1 

(satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

1

. 

Jumlah    Paket    

Peralatan    dan    

Perlengkapan 

Paket Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlahperalatan dan 

perlengkapan kantor 

yang dibutuhkan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah jasa peralatan 

dan perlengkapan 

kantor yang terpenuhi 

dalam 1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

1

. 

Jumlah   Paket   

Bahan   Logistik   

Kantor   yang 

Disediakan 

Paket Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

jumlahbahan logistik 

yang dibutuhkan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah bahan logistik 

yang terpenuhi dalam 

1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber data : Kecamatan 



                                                                                  
NO 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

 

8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Pengadaan Mebel 1 Jumlah unit mebel 

yang disediakan  

Unit Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah paket mebel 

kantor yang 

dibutuhkan  

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah paket mebel 

kantor yang terpenuhi 

dalam 1  

( satu ) tahun  

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penangung 

Jawab 

: Kecamatan 

2. Pengadaaan Gedung 

kantor atau 

bangunan lainnya 

1 Jumlah unit gedung 

kantor atau 

bangunan lainnya 

yang disediakan 

unit Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah unit gedung 

kantor atau bangunan 

lainnya yang 

disediakan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah Unit Gedung 

Kantor atau 

Bangunan lainnya yg 

disediakan 

Tipe 

Perhitungan  

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

        

3. Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

1 Jumlah Unit  Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

tang disediakan 

unit Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah unit sarana 

dan prasarana gedung 

kantor atau bangunan 

Lainnya yang  

disediakan. 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah Unit sarana 

dan prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan lainnya yg 

disediakan 

Tipe 

Perhitungan  

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

   

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa 

Komunikasi Sumber 

Daya Air dan Listrik 

1

. 

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

Laporan Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

jumlah Penyediaan 

Jasa Komunikasi , 

Sumber Daya Air dan 

Listrik yang 

dibutuhkan 

Formulasi 

Pengukuran 

: jumlah Penyediaan 

Jasa Komunikasi , 

Sumber Daya Air dan 

Listrik yang terpenuhi 

dalam 1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 



                                                                                  
NO 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

1

. 

Jumlah   Laporan   

Penyediaan   Jasa   

Pelayanan 

 Laporan Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah jasa pelayanan 

umum kantor yang 

dibutuhkan 

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah jasa  jumlah 

jasa pelayanan umum 

yang terpenuhi dalam 

1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

        

10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah 

1. Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan. 

1

. 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

unit Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah Kendaraan 

Operasional Dinas  

kantor dan pajak yang 

di bayarkan  

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah Kendaraan 

Operasional Dinas  

kantor dan pajak yang 

di bayarkan  dalam 1 

(satu) tahun dalam 1 

(satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

1

. 

Jumlah Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

unit Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

jumlah gedung kantor 

dan bangunan lainnya 

yang dipelihara  

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah gedung 

kantor dan bangunan 

lainnya yang 

terpenuhi dalam 1 

(satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

3. Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

1

. 

Jumlah  Sarana  dan  

Prasarana  Gedung  

Kantor atau           

Bangunan           

Lainnya           yang 

  

  

unit 

Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah sarana dan 

prasarana gedung 

kantor yang dipelihara  

Formulasi 

Pengukuran 

: Jumlah sarana dan 

prasarana  Gedung 

kantor yang terpenuhi 

dalam 1 (satu) tahun 

Tipe : Komulatif 



                                                                                  
NO 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

Perhitungan 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

11. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum   

1. Koordinasi sinergitas 

dengan Perangkat 

Daerah dan atau 

Instansi Vertikal yang 

terkait dalam 

Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana 

Pelayanan Umum 

1

. 

Jumlah Dokumen 

Koordinasi sinergitas 

dengan Perangkat 

Daerah dan atau 

Instansi Vertikal yang 

terkait dalam 

Pemelihahaan Sarana 

dan Prasarana 

Pelayanan Umum 

dokumen Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

        

12. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 

1. Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

terkait dengan 

pelayanan Perizinan 

Non Usaha  

1

. 

Jumlah dokumen 

Pelayanan Perijinan  

Non Usaha yang di 

laksanakan  

  

 dokumen 

  

Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: Untuk mengetahui 

jumlah pelayanan 

perijinan Non Usaha 

yang terlayani  

Formulasi 

Pengukuran 

:  Jumlah pelaynan 

perijinan  Non Usaha 

yang terlayani dalam 

1 (satu) tahun 

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

2. Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

Terkait dengan 

Nonperizinan 

1

. 

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

Terkait dengan 

Nonperizinan 

Laporan  Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

jumlah laporan 

pelaksnaan urusan 

yang terkait dengan 

Non Perijinan yang 

terlayani 

Formulasi 

Pengukuran 

: jumlah laporan 

pelaksnaan urusan 

yang terkait dengan 

Non Perijinan yang 

terlayani dalam 1 

(satu) tahun  

Tipe 

Perhitungan 

: Komulatif 

PD Penanggung 

Jawab 

: Kecamatan 

Sumber Data : Kecamatan 

3. Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

terkait dengan 

kewenangan lain 

yang dilimpahkan 

1 Jumlah laporan 

pelaksanaan 

Kewenangan lain yang 

dilimpahkan 

laporan Alasan 

Pemilihan 

Indikator 

: 

 

Untuk mengetahui 

jumlah laporan 

pelaksanaan 

pemungutan PBB 

 

 

   Formulasi 

Pengukuran 

: jumlah laporan 

pelaksanaan 

kewenangan lain yang 

dilimpahkan dalam 1 





2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nilai SAKIP Nilai B B B BB Meningkatn

ya kinerja 

penyelengga

raan 

pemerintaha

n daerah 

untuk 

urusan 

kewilayahan

Nilai SAKIP 

Kecamatan

Nilai CC (56) B 

(63,20)

B 

(65,20)

BB 

(70,50)

Terselenggar

anya 

kegiatan 

pemberdaya

an 

masyarakat 

desa dan 

kelurahan

Program 

Pemberday

aan 

Masyarakat 

Desa dan 

Kelurahan

Persentase 

terlaksanan

ya program 

pemberday

aan 

masyarakat 

desa dan 

kelurahan 

yang 

terlaksana

Persentase 100 100 100 100 Terselengga

ranya  

koordinasi 

pemberdaya

an desa

koordinasi 

kegiatan 

pemberday

aan desa

Persentase  

koordinasi 

Pemberday

aan 

masyarakat 

desa yang  

terlaksana

Persentase 100 100 100 100 Meningkatnya 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

di Wilayah 

Kecamatan

Peningkata

n 

Efektifitas 

kegiatan 

pemberda

yaan 

masyaraka

t di 

wilayah 

kecamatan

Jumlah 

Laporan 

Peningkata

n efektivitas 

Kegiatan 

Pemberday

aan 

Masyarakat 

di Wilayah 

Kecamatan

Laporan 2 0 2 2

Terselengga

ranya 

pemberdaya

an lembaga 

kemasyarak

atan tingkat 

kecamatan

Pemberday

aan 

Lembaga 

Kemasyara

katan 

Tingkat 

Kecamatan

Persentase 

pemberday

aan 

lembaga 

kemasyarak

atan tingkat 

kecamatan

Persentase 100 100 100 100 Meningkatnya 

Kapasitas 

Lembaga 

Kemasyarakat

an

Peningkata

n Kapasitas 

lembaga 

kemasyara

katan

Jumlah 

Lembaga 

Kemasyarak

atan yang 

ditingkatka

n 

kapasitasny

a

Lembaga 

Kemasyar

akatan

1 1 1 1

Terselenggar

anya  Urusan 

Pemerintaha

n Umum

Program 

Penyelengg

araan 

Urusan 

Pemerintah

an Umum

Persentase 

Penyelengg

araan 

Urusan 

Pemerintah

an Umum 

yang 

terlaksana

Persentase 100 100 100 100 Terselengga

ranya 

Penyelengga

raan Urusan 

Pemerintaha

n Umum 

sesuai 

Pelaksanaan 

Tugas 

Kepala 

Daerah 

sesuai 

ketentuan

Penyelengg

araan 

Urusan 

Pemerintah

an Umum 

sesuai 

Penugasan 

Tugas 

Kepala 

Daerah

Persentase 

Penyelengg

araan 

Pemerintah 

sesuai 

Pelaksanaan 

Tugas 

Kepala 

Daerah yang 

terlaksana

Persentase 100 100 100 100 Terlaksananya 

Tugas Forum 

Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan

Pelaksanaa

n Tugas 

Forum 

Koordinasi 

Pimpinan 

di 

Kecamatan

Jumlah 

Dokumen 

Tugas 

Forum 

Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan

Dokumen 1 4 4 4

Meningkatny

a Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintaha

n Desa

Program 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintah

an Desa

Persentase  

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintah

an Desa 

yang 

terlaksana

Persentase 100 100 100 100 Terselengga

ranya 

Fasilitasi, 

Rekomenda

si dan 

Koordinasi 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintaha

n Desa

Fasilitasi, 

Rekomend

asi dan 

Koordinasi 

Pembinaan 

dan 

Pengawasa

n 

Pemerintah

an Desa

Persentase 

Fasilitasi, 

Rekomenda

si dan 

Koordinasi 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintah

an Desa 

yang 

terlaksana

Persentase 100 100 100 100 Terlaksananya 

Fasilitasi 

Penyusunan 

Peraturan 

Desa dan 

Peraturan 

Kepala Desa

Fasilitasi 

Penyusuna

n 

Peraturan 

desa dan 

Peraturan 

Kepala 

Desa

Jumlah 

dokumen 

yang di 

fasilitasi 

dalam 

rangka 

Penyusuna

n Peraturan 

Desa dan 

Peraturan 

Kepala Desa

Dokumen 32 32 32 32

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Administrasi 

Tata 

Pemerintahan 

Desa

Fasilitasi 

Administra

si Tata 

Pemerinta

han Desa

Jumlah 

dokumen 

yang di 

Fasilitasi 

dalam 

rangka 

Administras

i Tata 

Pemerintah

an Desa

Dokumen 9 16 16 16

SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR 

SUB 

KEGIATAN

SATUAN

TARGET

SASARAN 

KEGIATAN
KEGIATAN

INDIKATOR 

KEGIATAN
SATUAN

TARGET

SASARAN 

SUB 

KEGIATAN

TARGET

CASCADING KINERJA HASIL PENYELARASAN TAHUN 2024

KECAMATAN PAGENTAN

INDIKATOR 

TUJUAN
SATUAN

TARGET

SASARAN 

STRATEGIS

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN 

SASARAN 

STRATEGIS

SATUAN

TARGET

SASARAAN 

PROGRAM
PROGRAM

INDIKATOR 

PROGRAM
SATUAN



Terlaksananya 

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa dan 

Pendayagunaa

n Aset Desa

Fasilitasi 

Pengelolaa

n 

Keuangan 

Desa dan 

Pendayagu

naan Aset 

Desa

Jumlah 

Dokumen  

yang di 

fasilitasi 

dalam 

rangka 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa dan 

Pendayagu

naan Aset 

Desa

Dokumen 9 10 17 17

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Pemilihan 

Kepala Desa

Fasilitasi 

Pelaksanaa

n 

Pemilihan 

Kepala 

Desa

Jumlah 

Dokumen 

yang di 

fasilitasi 

dalam 

rangka 

Pelaksanaa

n Pemilihan 

Kepala Desa

Dokumen 0 3 13 0

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

dengan 

Pembangunan 

Desa

Fasilitasi 

Sinkronisa

si 

Perencana

an 

Pembangu

nan 

Daerah 

dengan 

Pembangu

nan Desa

Jumlah 

Dokumen 

Sinkronisasi 

Perencanaa

n 

Pembangun

an Daerah 

dengan 

Pembangun

an Desa

Dokumen 1 1 1 1

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Penyelenggar

aan 

Ketenteraman 

dan 

Ketertiban 

Umum

Fasilitasi 

Penyeleng

garaan 

Ketentera

man dan 

Ketertiban 

Umum

Jumlah 

Dokumen 

Fasilitasi 

dalam 

rangka 

Penyelengg

araan 

Ketenteram

an dan 

Ketertiban 

Umum

Dokumen 9 9 16 16

Terlaksananya 

Koordinasi 

Pendampinga

n Desa di 

Wilayahnya

Koordinasi 

Pendampi

ngan Desa 

di 

wilayahnya

Jumlah 

Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

pendampin

gan Desa di 

Wilayahnya

Laporan 0 0 16 16

Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP

Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 84,34 85 85,34 86 Meningkatn

ya 

Efektivitas 

dan 

Transparasi 

Layanan 

Publik untuk 

Urusan 

Kewilayahan

Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

Kecamatan

Angka 83,2 85,05 85,9 86 Meningkatny

a  Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah 

Kabupaten/K

ota

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah 

Kabupaten / 

Kota

Persentase 

penunjang 

urusan 

pemerintah

an daerah 

kabupaten/

kota yang 

terlaksana

Persentase 100 100 100 100 Tersedianya 

Perencanaa

n, 

Penganggar

an, dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Perencanaa

n, 

Penganggar

an, dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Perencanaa

n, 

Penganggar

an, dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah yang 

disusun

Persentase 100 100 100 100 Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah

Penyusuna

n 

Dokumen 

Perencana

an 

Perangkat 

Daerah

Jumlah 

Dokumen 

Perencanaa

n Perangkat 

Daerah

Dokumen 8 8 8 8



Tersedianya 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD

Koordinasi 

dan 

Penyusuna

n Laporan 

Capaian 

Kinerja 

dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja 

SKPD

Jumlah 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja 

SKPD dan 

Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusuna

n Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja 

SKPD

Laporan 5 5 5 5

Terselengga

ranya 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah

Administras

i Keuangan 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah yang 

terlaksana

Persentase 100 100 100 100 Tersedianya 

Gaji dan 

Tunjangan 

ASN

Penyediaa

n Gaji dan 

Tunjangan 

ASN

Jumlah 

orang yang 

menerima  

Gaji dan 

Tunjangan 

ASN

Orang/bu

lan

12 12 13 15

Terlaksananya 

Penatausahaa

n dan 

Pengujian/Ver

ifikasi 

Keuangan 

SKPD

Pelaksanaa

n 

Penatausa

haan dan 

Pengujian/

Verifikasi 

Keuangan 

SKPD

Jumlah 

Dokumen 

Penatausah

aan dan 

Pengujian/V

erifikasi 

Keuangan 

SKPD

Dokumen 12 12 12 12

Tersedianya 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triw

ulanan/Semes

tera n SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triw

ulanan/Semes

tera n SKPD

Koordinasi 

dan 

Penyusuna

n Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan

/ 

Semestera

n SKPD

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran 

SKPD dan 

Laporan 

Koordinasi 

Penyusuna

n Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Tri

wulanan/Se

mesteran 

SKPD

Laporan 12 14 14 14

Terselengga

ranya 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

sesuai 

ketentuan

Administras

i Umum 

Perangkat 

Daerah

Persentase 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah yang 

terlaksana

Persentase 100 100 100 100 Tersedianya 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Penyediaa

n 

Peralatan 

dan 

Perlengkap

an Kantor

Jumlah 

Paket 

Peralatan 

dan 

Perlengkap

an Kantor 

yang 

Disediakan

Paket 3 2 5 5

Tersedianya 

Bahan Logistik 

Kantor

Penyediaa

n Bahan 

Logistik 

Kantor

Jumlah 

Paket 

Bahan 

Logistik 

Kantor yang 

Disediakan

Paket 7 7 7 7



Tersedianya 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah

Pengadaan 

Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah

Persentase 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah 

yang 

tersedia

Persentase 100 100 100 100 Tersedianya 

Mebel

Pengadaan 

Mebel

Jumlah 

Paket 

Mebel yang 

Disediakan

unit 3 4 4 4

Tersedianya 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya

Pengadaan 

Gedung 

Kantor 

atau 

Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya 

yang 

Disediakan

unit 0 0 1 0

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukun

g Gedung 

Kantor 

atau 

Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya 

yang 

Disediakan

unit 8 50 4 4

Terselengga

ranya 

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah

sesuai 

ketentuan

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah

Persentase 

Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah

Persentase 100 100 100 100 Tersedianya 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik

Penyediaa

n Jasa 

Komunikas

i, Sumber 

Daya Air 

dan Listrik

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber 

Daya Air 

dan Listrik 

yang 

Disediakan

Laporan 12 12 12 12

Tersedianya 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor

Penyediaa

n Jasa 

Pelayanan 

Umum 

Kantor

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum 

Kantor yang 

Disediakan

Laporan 12 12 12 12

Terselengga

ranya 

Pemeliharaa

n Barang 

Milik Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Daerah 

sesuai 

ketentuan

Pemelihara

an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah

Persentase 

Pemeliharaa

n Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Daerah

Persentase 100 100 100 100 Tersedianya 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan

Penyediaa

n Jasa 

Pemelihara

an, Biaya 

Pemelihara

an, Pajak 

dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasion

al atau 

Lapangan

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau 

Lapangan 

yang 

Dipelihara 

dan 

dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinanny

a

Unit 8 8 9 9

Terlaksananya 

Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya

Pemelihara

an/ 

Rehabilitas

i Gedung 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya

Jumlah 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

yang 

Dipelihara/

Direhabilita

si

Unit 4 2 3 4



Terlaksananya 

Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya

Pemelihara

an/Rehabil

itasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya

Jumlah  

Sarana  dan  

Prasarana  

Gedung  

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya 

yang 

Dipelihara/

Direhabilita

si

Unit 10 10 12 12

Terlaksanany

a  

Penyelengga

ran 

Pemerintaha

n dan 

Pelayanan 

Publik

Program 

Penyelengg

araan 

Pemerintah

an dan 

Pelayanan 

Publik

Persentase 

Penyelengg

araan 

Pemerintah

an dan 

Pelayanan 

Publik

Persentase 100 100 100 100 Terselengga

ranya 

Koordinasi 

Pemeliharaa

n Sarana 

dan Prasana 

Pelayanan 

Umum

Koordinasi 

Pemelihara

an Sarana 

dan 

Prasana 

Pelayanan 

Umum

Persentase 

Terselengga

ranya 

Koordinasi 

Pemeliharaa

n Sarana 

dan Prasana 

Pelayanan 

Umum

Persentase 100 100 100 100 Terlaksananya  

Koordinasi/sin

ergi dengan 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau 

Instansi 

Vertikal yang 

terkait dalam 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Umum

Koordinasi

/sinergi 

dengan 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau 

Instansi 

Vertikal 

yang 

terkait 

dalam 

Pemelihara

an Sarana 

dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Umum

Jumlah 

Dokumen 

Koordinasi/

sinergi 

dengan 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau 

Instansi 

Vertikal 

yang terkait 

dalam 

Pemelihaha

an Sarana 

dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Umum

Dokumen 6 6 6 6

Terselengga

ranya 

Urusan 

Pemerintaha

n yang 

dilimpahkan 

kepada 

Camat

Pelaksanaa

n Urusan 

Pemerintah

an yang 

Dilimpahka

n kepada 

Camat

Persentase 

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintah

an yang 

Dilimpahkan 

kepada 

Camat

Persentase 100 100 100 100 Terlaksananya 

Urusan 

Pemerintahan 

yang Terkait 

dengan 

Pelayanan 

Perizinan Non 

Usaha

Pelaksanaa

n Urusan 

Pemerinta

han yang 

terkait 

dengan 

pelayanan  

Perizinan 

Non Usaha

Jumlah 

dokumen 

Non 

Perizinan 

Usaha yang 

dilaksanaka

n

Dokumen 200 150 150 150

Terlaksananya 

Urusan 

Pemerintahan 

yang Terkait 

dengan 

Nonperizinan

Pelaksanaa

n Urusan 

Pemerinta

han yang 

Terkait 

dengan  

Nonperizin

an

Jumlah 

Laporan 

Pelaksanaa

n 

Nonperizina

n pada 

Urusan 

Pemerintah

an

Laporan 12 12 12 12

Terlaksananya 

Urusan 

Pemerintahan 

yang Terkait 

dengan 

Kewenangan 

Lain yang 

Dilimpahkan

Pelaksanaa

n Urusan 

Pemerinta

han yang 

Terkait 

dengan 

Kewenang

an Lain 

yang 

Dilimpahka

n

Jumlah 

Laporan 

Pelaksanaa

n 

Kewenanga

n Lain yang 

di 

limpahkan

Laporan 1 1 1 1


